BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

e ————————————r—————=

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR & TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] BANGKALAN,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat ({l)

Mengingat

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah
menyampaikan  Rancangan Peraturan Deerah  tentang
pertanpglingjawaban Pelakssnean Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah kepads Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD)
dilampiri japoran keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa keuangan paling lambat 6 j#enam] bulan setelah Tahun
Anpgaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanman Anggaran Pendapatan dan
Belang Daerah Tabun Anggaran 2018.

: 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan FPropinsi Jawa
Timur {Berita Negara Republik indonemia Tahun 19530 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 [Lembaman Negara Republik Indonesia Tabun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 2/30);

3. Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 1999 tentang Prcnyclenggara
Negara vang Bersth dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Ilndonesia
Nomor 3851});

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negata Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomot 3286);




=

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 temang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400,

7.Undang-Undang MNomer 25 Tahun 2004 tentang 3Sistem

10.

11.

12.

13.

14.

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 44 21|;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 3438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 temang Pajak Daerah
dan Rembusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3049,

Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Petaturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembseran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undanig Nemor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 55B87), schagaimana telah diubah erakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {(Lembaran Negara
Republik [ndoneeia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemenintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonewsa  Nomor  4502).
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneaia Nomar 53405

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenteng Darna
Perimbangan ([Lembaran Negara Republikx Indonesia Tehun
2005 Nomor 137, Tambahsn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi keuangan Daerah ({Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara rcpublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tclah




13.

16,

17,

18.

19.

. I

22

23.

24,

Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negars Republik Indonesis Tahun 2010 Nomer 110,
Tambahan Republik Indonesia Nomor 5133);

Peraturan Pemerintah Nomar 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan den Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik [ndonesta Tahur 20035 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4383j;
Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4614).

Peraturan Pemenntah Nommor 3 Tahkun 2007 rentang laporan
Penyelenggarean Pemenntahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan  Keéterangan Pertanggungawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan  Informasi
Lappran Penyelenpgaraan Pemenntahan Deerah  kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Noroor 19, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomar 469.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntangi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneaia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53272);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2018 tentang Pinjaman
Daereh [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repullik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6£322);

Peraturan Presiden Nomor B7 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 1994

Peraturan Presiden Momar 16 Tahun 2018 tentang Penpadaan
Barang/Jasae Pemerintah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menten Dalam Negerni Nomor |3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagasimana telah
diubah terakhir dengan Peraturmn Menteri Dalam negeri Nomor
21 Tahun 2011;
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28.

29,

a,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntanst Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425j;

. Perawyran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah {Berita Negara Tahun
2015 Nomor 2036) sebagmimana relah divbeh dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1537,
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyvusunan Anoggeran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018:

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 1} Tahun 2017 tentang
Pedoman Evalbas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Pen jabaran Pertanggungjawaban Pelak sanaan
Anggammn Pendapatan dan Belanjg;

Peraturan Dacraht Kabupaten Bangkalan Nomor IS Tahiun
2007 temtang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Neomor
9/E} sebapmmang 12lgh diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banghalan Nomor 4 Tahun 2014 {Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/EL:

Peraturan DCmerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun
2010 remang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
[RPJMD] Tahun 2013-2018 [Lembaran [Daeerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 203 Nomor 1/E), scbagaimana telah diubah
dengan Peratsran Daetah Kabupaten Bangkalan Nomor 2
Tahun 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan ‘Tahun
2017 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Paerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 46);

Peraturan Daersh Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banghalan Tahun 20i6 Nomor
1 /D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 37),

Peraturan Dmerah Kabupaten Bangkalan Nomar 13 Tahum
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahury 2017 Nomor 4/A),




34, Peraturan Dacrah Kabupatien Bangkalan Nomor & Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatsn dan Belenja Daerah
Tahun Anpgaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupalen
Bangkalan Tahun 2018 Nomor 3/A, Noreg. Peraturan Daerah
Kabupater. Bangkalan Nomor 310 - 6 / 2018}

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATL BANCKALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJIAWAHBAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUR ARGGARAN 2018,

Passl 1

(4} Pertanggungiawsban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Casrah berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisem Angparan:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional:

Lapgtan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas;
g Caratan Atas Laporan Keuangan,

{2) LAaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampin dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

m8 AN g

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ]
huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a Pendapalan Rp 2.034.156.539.451,02

b. Belanja Rp 2.087.071413.379 24

Surplus/(Defisit) Rp (52.914.873.928,22)
¢. Pembiavaan

- Penerimaan Rp 220.833.999.518.1

- Pengeluaran Rh 31.233.679.228,00

Pembiayaan Netto Rp  189.600.320.290, 11

Sisa Lebih Pembiayaan
Angpgaran Tahun Berkenaan

(SILPA) Rp 136.685,446,361.89




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagaj berikut:

Selisih angparan dengan realmasi pendapatan sejumlah
Rp(37.771,718.508,38) dengan rincian sehagai berikut:
a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 2.071.928.257.959,40
b Realisasi Rp_2034. 156 .539.451,02
Selisih Kurang Rp (37.771.718.508,38)

Selisih  anggaran dengan realisesi belanji  sejumlah
Rp{173.832.056.670,27) dengan nincian sebagal berikut:

a Arggaran belanja

setelah perubahan Rp 2.260.903.470.049,5]
b. Realisasi Rp 2.087.071.413.379..24
Seligin Kurang Rp (173.832.056.670,27)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisity sejmlah
Rpl36.060.338.161 89 dengan cncian sebagai berikut:
a8 Surplus/|defisit|

setelah perubahan Rp (188975.212.090.111
b. Realisasi Rp__ (529i4.873.928 22|
Selisih Lebih Rp 136.060338.161,89

Selisih anggaran dengan tealisasi penenmaan pembiayaan
sejumiah Rp625. 108.200.00 dengan rincian sebagai berikut:
2 ANRRAran penerimazan
pembiayaan setelah perubahan Rp 220.20889} 318,11
b. Realisasi R .833.999.518,11
Selinih Lelxsh Rp 625.108.200,00
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
se jurmnish Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
8 Anggaran pengeluaran
pembiavaan setelal perubahan Rp 3 233.679.22800
b. Realinasi Rp 31.233.673.228 00
Sdimh Lehih / (Kurang] Rp 0,00
Selisih anggaran dengan realisast pembiayaan netto sejumlah
Rp625.108.200,00 dengan rinclan sebagal berikuy:

8. Anggaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 188.975.212,090.1

b, Realisasi Rp_ 189.600.320.290. 1

Selisih lebih Rp 625 .108 .200 ,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana Pasal |
hurul b per 21 Desember 2018 sehagai berikut:




Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan

o R

¢ Sisa Leblh/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA)
d. koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya
e, Seldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Rp 220.208.941.318.1

[220 208941 318,11}
0,00

136.077.536.361.89

607910 000,00
i136.685446.36]1 89

2 & 2Fk

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 3]

Desember 2018 sebagai berikut:
a Jumlah aset

b. Jumlah kewajban

€. Jumlah ekuitas

Pasal ©

Laporan Operasional sebagaimana
Desember 2018 aebaga1 berikut:
a Pendapatan - LO
b. Beban
Surplus/|Defisit]
¢ Surplus {Defigit) dan Kegiatan
Non Operasional
- Surplug Non Operasional - LO
Defisit Nan Operasional - LD
Surplus (Defisit) dari Kegiatan
Non Opcrasional
d. Surplus (Defisit) - LO

Praal 7

Desember 2018 sebagai berikut:
a Ekuitas Awnal

Surplus |Defigit] - LO

b Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- Koreksi Nilat Kas
- Koreksi Nilai Piutang

Rp 3.244.033.835.502,95
Rp __ 66.473.922.920.10
Rp 3.)77.559912.582,85

Pasal 1 hundf d per 3

Rp 1.835.544908326, 84
Rp1.758.896.081.359.35
Rp 76.648.826.967 .29

Rp 0,00
Rp (192,956 667,00)

Rp (192.956.667,00)
Rp 76.455.870.300,29

Lapcran Perubahan Ekuitas schagaimana Pasal | huruf e per 3

Rp 3.119.068706.070,80
Rp 76.455.870.300.29

Rp (3.843.313,40)
Rp (2.400.000,00)




- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp{10.090.245.037,59,00]

- Kopreksi Nila: Persedinan Rp (3.610.098850,00|
- Koreksi Nilai Investasi Non
Permanen — Dana Bergulir Rp (993.325,00)
- Korekai Nilai Penyisihan lnvestas
Non Permanen — Dana Bergulir Rp 593.325,00
. Koreksi Nilai Investasi Permanen Rp {12.816.183.971,48)
. Koreks! Nilai Aset Tetap o 1.242.640.024,09
- Koreks: Nilai Penyisihan Aset
- Tetap Rp I572936.891,86)
- lLair-lain Rp ___ 7.888.404.252,00
¢ Ekuitas Akhir Rp 3.177.559.912.582,85
Pasal 8

Laparan arus kas sebagaimans dimaksud dalam Pasal 1 huruf T
untuk tehun vyang hberakhir sampai dengan 31 Desember 2018
sebagai berikut:

a Saldo Kas Awsl

per 1 Januari 2018 Rp 220.843831.404.1
b Arus Kay Bersih Dari Aktivitas

Operasi Rp 271.761,19L132,80
c. Arus kas bersih dan Aktivitas

Investas; Rp {324.676.065.061.02)
d Arus Kas Bersih Dari Aktivitas

Pendanaan Rp {31.216481.028,00}
e Arus kas Bersih dari akiwvitas

Transitors Rp (26.509.207.40
f. Saeldo Akbir Kas di BUD

per 3 Desember 2018 Rp 136.685967 240,49
g Salde Akhir Kas di Bendahara

Pengriuaran Rp 15.413.573,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendaharg

Penerimaan Rp 166.120.933,00
i. Saldo Akhir Kas

ger 31 Descmber 2018 Rp 136.867.50L.716,49

Pagal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimakaud dalam
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuar informasi baik
secara kuanttatif maupun kualitatif atas pos-pes laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tehun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud




dalam Prsal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dani:

a.

|

@ oW P

S omotR RO g

Lampiran |
Lampiran 1.1

Lampiran [.2

Lampiran L3

Laripiran 1.4

Lampiran it
Lampiran Nl
Lampiran iV
Lampiran V
Lampiran V]
Lampiran VI
Lampiran VIII
Lampiran X

Lampiran X
Lampiran Xl
Lampiran X

Lampiran X1}
Lampiran XV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVl
Lampiran XVIII
Lampiran XX

, Laporan realisasi anggaran;
* Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Menuret Urusan Pemerintahan Daerah
Dan QOrganisasi;

: Rincian Laporan  Realisasi Anggaran

Menurut Utusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja. dan
Pembiayaan,

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah. Organisasi, Prograrm, dan
Kegiatan:

. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerzgh
Dan Fungai Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Lapor:in Arus Kas,

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Dafiar Rekapitulasi Piutang Dacrahs

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulagi Dana Bergulir Dan
FPenyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal {Investasi)
Daerrah;

Dall:ar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Dafltar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapliulasl Konstrukst Dalam
Pengerjaan,

Daftar Rekapitulasi Asel Lainnya;

Dafl ar Dana Cadangan Daerah;

Dafiar Kewajiban Jangka Pendek:

Dafter Kewajban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan vang Belum
Disclesaikan Sampai Akhir Tehun dan
Dianggarkan Kembali Dalam  Tahun
Ahggaran, Berikutnya,
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t Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan
BUMD/ Perusshaan Daerah;
u Lampiran Lainnya: [khtisar Laporan Keuangan Desa;

Fasal 11

Bupati Bangkalan menerapkan Permturan Bupati  tertang

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggarar
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagal
rncian lebih lanjut dan  Pertanggungjawaban Pelak sanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Pasal |2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada rtanggal diundangkan.

Agor setigp orang mengelaluinya, memerintaiikan pengundangan
Peraturan Daernh ini dengan penempatannyva dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetaphkan di Bangkalan
pada tanggal ] § AG 2018

SEBNTRDH F AMIN IMRON

=

Diundangkan di Bangkal
pada tanggal 1 § Al ih?g

BANCGKALAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NROMOR §/.4-

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 253-6/2019




